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KATA PENGANTAR

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor § Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, yang
memiliki tugas, fungsi dan kewenangan melaksanakan sebagian kewenangan Bupati
Soppeng dalam bidang tenaga kerja dan transmigrasi. -
Sebagai SKPD yang mengurusi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat maka
penyusunan dan penerapan standar pelayanan publik yang baik adalah sebuah keharusan,
sehingga diperlukan sebuah perencanaan yang sungguh-sunguh memperhatikan aspek-
aspek pelayanan publik tersebut.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara
dan masyarakat, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensi dari amanat
tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis
(Renstra), sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsi serta kewenangan SKPD.

Penyesuaian  Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan

| berbagai program kegiatan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas dan fungsi yang
diamanatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, terkait
dengan masa bakti Bupati dan Wakjl Bupati Soppeng Tahun 2016 - 2021, maka Renstra
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng ini merupakan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu
Tahun2016-2021, |



Kami menyadari bahwa Renstra yang dibuat ini tidak akan pernah benar-benar sempurna.
Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya kelak kami mengharapkan saran dan masukan dari para
stakeholders agar visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan dalam Renstra
ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Januari 2017
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BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah atau disingkat dengan Renstra
SKPD merupakan suatu produk perencanaan yang dihasilkan melalui tahapan proses
penyusunan yang mengintegfasikan potensi, peluang, dan kendala, dimana Renstra SKPD
mengandung visi, misi, tujUan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis dalam satu
kurun waktu. , |

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa : “Renstra SKPD
sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (iima)
tahun® dan dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : *Perangkat Daerah
menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD".
Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintzhan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

~dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sehingga Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan
strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah meskipun demikian Renstra
SKPD juga harus menyelaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga
pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bersama-sama secara partisipatif menyusun Renstra SKPD dengan mensinergikan
program dan kegiatan pembangu.nan yang dirangkum dalam salu Renstra SKPD yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah Kabupaten,Soppeng untuk Tahun
2016-2021.
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Hubungan RJMD dengan Renstra SKPD dalam Perencanaan lainnya dan Penganggaran
dapat dilihat pada Gambar berikut ini.
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2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai

berikut ;

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3)  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional -

4)  Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025

9)  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransrnigrasian

6)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

7)  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
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8)

10)

11)

12)

13)

14)

19)

16)

17)

18)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal

Peraturan ~ Pemerintah ~ Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeriniah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kote

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,  Pengendalian ~ dan  Evaluasi  Pelaksanaan ~ Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintar  Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah
dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8  Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan,  Pengendalian ~ dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Menleri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng :



19)  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
20) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025
21)  Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032
22) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 teniang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng ;
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 - 2021
dimaksudkan sebagai berikut :

- Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman atau acuan dalam

menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dalam kurun waktu 2016-2021

Memberikan gambaran Umum mengenai Tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam jangka menengah.

i - Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja 3KPD

b. Tujuan
Adapun Tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah :

Untuk memberikan kepastian dan jaminan keterkaitan perencanaan dan Konsistensi

antara perencanaan dan penganggaran pada setiap tahun anggaran selama lima
tahun kedepan

- Untuk Memastikan penﬁgunaan sumber daya secara efektif, efisien dan
berkesinambungan

| Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pengguna manfaat

‘ pelayanan SKPD atau stake holder yang terkait.
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4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2016 - 2021 ini terdiri
dari 7 (tujuh) Bab sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu:
BAB| PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra
SKPD dalam penyelenggaraan  pembangunan E:Iaerah, proses
penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,
Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD
B. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarari
SKPD
C. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
SKPD
D. Sistematika Periulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen
BAB Il GAMBARAN PEILAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan



RPJMD periode cebelumnya, dan mengulas hambatan-hambalan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini

21

22

Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,
struktur crganisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan
satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang glruktur organisasi
SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata
laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme)

Sumber Daya SKDP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, danfatav indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau
indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/ dan
Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi
(untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini
mengemukakan ~macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan
pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan
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BAB il

ISUSU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG

31

32

33.

34.

3.5.

Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan Tugas dan  Fungsi
Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
SKPD beserta taktor- faktor yang mempengaruhinya

Telaahan Visi dan Misi RPJM Daerah 2016- 2021

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dar wakil kepala daerah
terpilih. Selanjutnya berdasarkan identitikasi permasalahan pelayanan
SKPD, dipaparkan apa saja faktcr-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepa'a daerah tersebut

Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat
ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran
jangka menengah Renstra KL ataupun Renstra SKPD
provinsi‘kabupaten/kota.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW daﬁ KLHS

Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian il direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD
yang mempengaruhi permasaiahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra KIL;

3. sasaran jangka menengan dari Renstra SKPD provinsifkabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi‘pelaya'nan SKPD; dan



5. Implikasi KLHS bagi peiayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani
melalui Renstra SKPD fahun rencana.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG

A. Visi
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi SKPD

B. Misi
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan misi SKPD

C. Tujuan dan Sasaran
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah

D. Strategi, Arah Kekijakan, Program dan Indikator
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan
SKPD dalam lima tahun mendatang

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, DAN

BAB VI

PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasararn, dan pendanaan indikatif

INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA  KERJA  DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kineria. SKPD yarg secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIl PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan penyampaian penutup



BAB I
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng,
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas melaksanakan sebagian kewenangan
atau urusan pemerintahan Daerah berdasar asas otonomi dan {ugas pembantuan di bidang
Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
mempunyai fungsi:
a) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
b) Penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
¢) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan
kewenangannya
d) Pengelolaan administrasi urnum meliputi ketatalaksariaan, keuangan, kepegawaian,
perlengkapan dan peralatan
e) Pengelolaan Unit Peiaksana Teknis Dinas
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tugas, Fungsi, dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Kependudukan,
Capil Nakertrans ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Scppeng Nomor 64 Tahun 2016
sebagaimana uraian sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada daerat. dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.




10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas diatas, Kepala

Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, Pembinaan
Hubungan Industrial, dan urusan Transmigrasi;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, Pembinaan
Hubungan Industrial, dan urusan Transmigrasi;

¢. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja,
Pembinaan Hubungan Industrial, dan urusan Transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja,
Pembinaan Hubungan Industrial, dan urusan Transmigrasi;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, Pembinaan
Hubungan Industrial, dan urusan Transrnigrasi;

f.  Pelaksanaan fungsi iain yang diberikan oleh Bupati dibidang Pemberdayaan
Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, dan urusan Transmigrasi.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan

dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan

kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan

administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas diatas, Sekretaris
mempunya: fungsi :

a,

Perumusan kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan dan
aset, perencanaan dan pelaporan, seria keuangan;

Pemberian  dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum,
kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta
keuangan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum, kepegawaian, perlengkapan
dan aset, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
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d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegia‘an kesekretariatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada fungsi diatas sebagai berikut :

a.  Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengoerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan  kebijakan dibidang umum, kepegawaian, ~ keuangan, dan
perlengkapan;

c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan
pelaporan;

f.  Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;

9. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan;
Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP,
RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

i.  Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

J. Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan
pengembangan kerier,

k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah:

. Melaksanakan tugas laimyang diberikan oleh atasan.

A.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun mengelola dan melaksanakan

administrasi, urusan ketatausahaan Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga,
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surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan,

kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub

Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

d.
b.

C.

Penyiapan bahan peruniusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang umum dan
kepegawaian;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

d.

o o o

o «a -

Menyusun iencana pelaksanaan program dan kegiatan dibidang umum dan
kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas:

Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat;
Mengelola dan melaksanakan urisan kearsipan;

Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleran dan perjalanan dinas;
Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;

Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan;

Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;

Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka nembinaan dan pengembangan
karier;

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

Melaksanakan tugas lainyang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan

melaksanakan administrasi urusan perencanaan, pelaporan dan keuangan serta
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melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan,

pelaporan dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keoala Sub

Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

d.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pelaporan
dan keuangan;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencarzan, pelaporan
dan keuangan;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan, pelaporan dan
keuangan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkail dengan perencanaan

dan pelaporan sebagai berikut :

a.

Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan operasional tahunan serta
penganggaran Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan
penganggaran dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan dibidang Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, dan
pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di
lingkup Dinas Tenaga Kesja dan Transmigrasi;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup
Dinas;

Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan program kegiatan:
Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas;
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Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA,
RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pengelolaan

keuangan sebagai berikut :

s

10.

11
12,

Mempersiapkan bahan-bahan dan menyusun rencana kebutuhan anggaran di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Membuat rencana operasional program kerja sub bagian;

Membuat daftar usulan kegiatan;

Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Melaksanakan perbendaharaan keuangan:

Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan
dan rencana tahunan;

Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran:

Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta membuat
laporan hasil pelaksanaan tugas:

Melaksanakan pengendatian tugas pembantu pemegang kas;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan pembinaan hubungan industrial

Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan
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>mapitabamtatbaeralnenatmbiemtina;mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
gikagidiarmdHny Rediyerdavaant Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial
sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran
tugas.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
mempunyai fungsi :
a.  Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan
Pembinaan Hubungan Industrial;
b.  Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang
Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial;
¢.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan
Pembinaan Hubungan Industrial;
d.  Penyelenggaraan monitcring dan evaluasi pelaksanaan keglatan dibidang
Pemberdayaan Tenaga Xerja dan Pembinaan Hubungan Industrial;

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinyaMerencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

3. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan,
operasionalisasi aan pelaporannya

4. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

5. Mengatur pelaksanaantugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

6. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam
lingkup Bidang;

7. Menyusun laporan can memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
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Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial;

Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan program
dan kegiatan dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan
Industrial;

Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial;
Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial;
Mzalakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Tenaga
Kerja dan Pembiriaan Hubungan Industrial;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang
Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Pembinaan Hubungan Industrial;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karir;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan, penyiapan

bahan penyusunan kebijakansteknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan

program dan kegiatan di seksi Fenempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan

Kerja sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

mempunyai fungsi :
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Penyiapan bahan perumusan kebiiakan teknis pelaksanaan fugas seks
penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi penempatan tenaga kerja
dan perluasan kesempatan kerja;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesemoatan kerja;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :

I

ro

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan Seksi Penempatan
Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas,

Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat wak!tu, berkualitas dalam lingkup seksi;

Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja serta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi, mengkordinasikan
kegiatan dengan SKPD terkait seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja;

Melaksanakan pemberian dukungan atas pembherian dan perpanjangan izin
pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing Fendatang (TKAWP), pemberian
izin bursa kerja khusus (BKK), Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
(PJTKI), bimbingan dan penyuluhan analisis jabatan, psikotes, perjanjian
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lembaga pelayanan psikologi pada perusahaan dan/ atau pemberi kerja dalam
melaksanakan tugas pada seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja;

Melaksanakan pembinaan usaha mandiri bagi penganggur, padat karya, tenaga
kerja mandiri, wirausaha baru bagi tenaga kerja pada seksi penempatan tenaga
kerja dan perluasan kesempatan kerja;

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengén pengumpulan,
pengolahan dan menyebarluasan data informasi pasar kerja (IPK), lowongan
kerja, calon tenaga kerja Indonesia dan pendafataran pencari kerja, agar
kebijakan pemerintah lebih efektif dalum penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja:

Melaksanakan monitoring seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja;

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penempatan tenaga kerje dan perluasan
kesempatan kerja;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis,

. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan dan Produklifitas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai (ugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas seoagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
mempunyai fungsi :

a,

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi
pelatihan dan tenaga produktifitas tenaga kerja;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pelatihan dan tenaga
produktifitas kerja;
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Pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi pelatihan dan produktifitas tenaga
kerja;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 'tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :

1.

10.

1.

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi pelatihan dan
produkifitas tenaga kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;.

Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi: |

Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waklu, berkualitas dalam, lingkup seksi; .
Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi pelatihan dan
produktifitas tenaga kerja serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan
masalah; |

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi pelatihan dan produktifitas
tenaga kerja;

Mengoordinasikan  kegiatan dengan SKPD terkait seksi pelatihan dan
produktifitas tenaga kerja;

Melaksanakan pemberian dukungan dalam penyusunan pedoman peningkatan
produkfifitas tenaga kerja, perencanaan pelatihan dan penerapan produktifitas
tenaga kerja dan menyeteksi calon peserta pelatihan pencari kerja dalam
melaksanakan tugas pada seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
Melaksanakan pembinaan, memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja, pelatihan peningkatan produktifitas tenaga kerja pada seksi pelatinan dan
produktiftas tenaga kerja, |
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Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan keselamatan dan
kesehatan kerja, peningkatan produktifitas tenaga kerja, agar kebijakan
pemerintah lebih efektif dalam pelatihan dan produktifitas tenaga kerje:
Melaksanakan monitoring seksi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja;
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan seksi pefatihan dan produktifitas tenaga
kerja;

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. '

. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan
kegiatan di seksi pembinaan hubungan industrial dan jamsostek sesuai peraturan
perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepal'a Seksi
mempunyai fungsi:

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek:

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi pembinaan hubungan
industrial dan jamsostek:;

Pembinaan dan peiaksanaan tugas diseksi pembinaar hubungan industrial dan
jamsostek; - _

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya |

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :

1.

Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi pembinaan
hubungan industrial dan jamsostek sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribus; tugas yang merata:
Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisas; agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingup seksi:

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitag dalam lingkup seksi:

Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisas; agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi:

Menyusun laporar, dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas;

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi pembinaan
hubungan industrial dan jamsostek  serta menyiapkan  bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Menyiapkan bahan Perumusan kebijakan teknis seksi pembinaan hubungan
industrial dan jamsostek mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait seks
pembinaan hubungan industrial gan jamsostek:

Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait seksi pelatihan dan
produktifitas tenaga kerja

Melaksanakan pemberian dukungan atas pemberian izin  operasional
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (outsourching), pendaftaran dan
pencatatan organisasi pekera, peraturan perusahaan (PP), Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), survey kebutuhan hidup layak, kegiatan lembaga kerjasama
bipartit dan tripartit, dalam melaksanakan tugas pada seksi pembinaan
hubungan industrial dan jamsostek:

Melaksanakan pembinaan bimbingan teknis pembuatan Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Peraturan Perusahaan (PP), Pembuatan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), dalam pelaksanaan tugas diseksi pembinaan hubungan
industrial dan jamsostek:

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengupahan dan
jamsostek, jaminan sosial kesehatan, jamsostek i luar  hubungan kerja,
pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR), perselisihan hubungan industrial, agar
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kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dalam pembinaan hubungan industrial
dan jamsostek;

Melaksanakan monitoring seksi pembinaan hubungan industrial dan jamsostek:
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan seksi pembinaan hubungan industrial dan
jamsostek:

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di.perintahkan oleh
pimpinan baik secarz lisan maupun tertulis.

Bidang Transmigrasi Energi dan Sumberdaya Mineral

Bidang Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh secrang Kepala
Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis,

memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina,

mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Transmigrasi

dan energi sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman

yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
mempunyai fungsi :

a.

Perumusan  kebijakan teknis, perencanaan, monitoring, dan pelaporan
pelaksanaan tugas seksi Transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diseksi
Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral;

Pembinaan dan pelaksanaan fugas dibidang Transmigrasi dan energi sumber
daya mineral;

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang
Transmigrasi dan energi sumber daya mineral;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :

1

1.

13.

14.

Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:
Memberi  petunjuk kepada bawahan terkait perumusan  kebijakan,
operasionalisasi dan pelaporannya: )

Menyelia pelaksanaan (ugas pokok organisasi agar berjalar. sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

Mengatur pelaksanaan tugas pokok crganisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;

Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam
lingkup bidang;

Menyusun laporan dan memberi “saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas;

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
Transmigrasi dan energi sumber daya mineral:

Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap penyelenggaraan progiam
dan kegiatan dibidang Transmigrasi dan energi sumber daya mineral:
Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
Transmigrasi dan eriergi sumber daya mineral dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Melakukan pembinaan dan penanganan bidang Transmigrasi dan energi sumber
daya mineral:

Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang Transmigrasi dan Bnergi sumber daya mineral:

Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Transmigrasi dan energi
sumber daya mineral:

Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang Transmigrasi dan energi
sumber daya mineral serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang
Transmigrasi dan energi sumber daya mineral;
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15, Menilai prestasi ‘erja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan lugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Seksi Penyiapan permukiman dan Pengerahan

Seksi Penyiapan Permukiman dan Pengerahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di seksi penyiapan permukiman dan pengerahan sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

mempunyai fungsi :

a.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi
penyiapan permukiman dan pengerahan;

b.  Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi penyiapan permukiman
dan pengerahan;

C.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi penyiapan permukiman dan
pengerahan;

d.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi penyiapan
permukiman dan pengerahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata:

3. Menyelia pelaksanaan lugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, dan tepat sasaran dalam lingkup seksi;

4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam lingkup seksi:

5, Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu dan tepat sasaran dalam lingkup seksi:
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Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan
tugas;

Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi penyiapan
permukiman dan psngerahan :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi penyiapan permukiman
dan pengerahan :

Menyusun rencana pelatihan produktivitas tenaga kerja tr}ansmigran serta
menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pasca pelatihan produktivitas
tenaga kerja transmigran untuk rencana berkelanjutan :

Mengoordinasikan rencana kegiatan dengan SKPD lain terkait dengan
penyiapan dan pengerahan;

Melaksanakan pamberian dukungan teknis dan penyajian data potensi wilayah
atas seksi penyiapan permnkiman dan pengerahan:

Melaksanakan Survey Identifiasi Calon Areal (SICA), Rencana Kawasan
Transmigrasi (RKT), dan Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) untuk
pelaksanaan tugas seksi penyiapan permukiman dan pengerahan;
Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah
dalam program  keTransmigrasian sehingga efektif dalam pelaksanaan
penyiapan permukiman, pengerahan :
Melaksanakan monitoring seksi penyiapan permukiman dan pengerahan:
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan seksi penyiapan permukiman dan
pengerahan;

Menilai prestasi keria bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

Seksi Pembinaan Kawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Seksi Pembinaan Kawasan dan Pemoerdayaan Masyarakat Trasnmigrasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
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bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan
program dan kegiatan di seksi pembinaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat

trasnmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaky untuk
kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
mempunyai fungsi :

a

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi
pembinaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat tfasnmigrasi;

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi pembinaan kawasan dan
pemberdayaan masyarakat trasnmigrasi;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi perﬁbinaan kawasan dan
pemberdayaan masyarakat trasnmigrasi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut :

1.

Menyusun rencana pemberdayaan masyarakat Transmigrasi sebagai pedoman.
pelaksanaan tugas;

Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta disiribusi tugas yang merata;
Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, tepat sasaran dalam lingkup seksi:

Memeriksa hasil peiaksanaan tugas pokok organisasi agar beijalan cesuai
rencana, tepat waktu, tepat sasaran dalam lingkup seksi;

Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, dan tepat sasaran dalam lingkup seksi:

Menyusun laporan dan merheri saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi pembinaan
kawasan dan pemberdayaan masyarakat trasnmigrasi serta menyiapkan bahan
tindak lanjut pemecahan masalah:

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi pembinaan kawasan dan
pemberdayaan masyarakat trasnmigrasi:
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Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait dan instansi lintas sektor
dalam pemberdayaan masyarakat dan kawasan trasnmigrasi:

Melaksanakan bimbingan teknis dan memberi dukungan atas pengembangan
wilayah dalam pemberdayaan masyarakat dan kawasan trasnmigrasi:
Melaksanakan pembinaan sosial, budaya dan ekonomi dalam pemberdayaan
kawasan dan masyarakat sekitar trasnmigrasi:

Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat kawasan Tra'nsmigrasi terkait
kebijakan pemerintah sehingga lebih efektif dalam pembinaan kawasan dan
pemberdayaan masyarakat trasnmigrasi;

Melaksanakan monitoring  seksi pembinaan kawasan dan pemberdayaan
masyarakat trasnmigrasi:

Melaksanakan evaluasi pelaksanaan  seksi pembinaan kawasan dan
pemberdayaan masyarakat trasnmigrasi:

Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

. Seksi Energi dan Sumberdaya Mineral

Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorany Kepala Seksi,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di seksi energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan lugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
mempunyai fungsi : =

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi Energi
dan Sumber Daya Mineral:

Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas diseksi energi dan surnber daya
mineral;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas diseksi energi dan sumber daya mineral:
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Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya,

Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut -

1.

10.

.

12,

13.
14,

menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan seksi energi dan
sumber daya minera! sebagai pedoman pelaksanaan tugas; )

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;

C. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana,
tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi:

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuaj
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;

€. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
réncana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi:

Menyusun laporan dan memberi Saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi energi dan
sumber daya mineral serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seks; energi dan  sumber daya
mineral;

Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait seksi penyiapan permukiman
dan pengerahan:

Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi energi dan  sumber daya
mineral;

Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas diseks; energi dan  sumber daya
mineral;

Melaksanakan sosialisagt kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah
sehingga lebih efektif dalam seksi energidan  sumber daya mineral;
Melaksanakan monitoring seksi energidan sumber daya mineral;
Melaksanakan evaluasi pelaksanaan seks; energidan sumber daya mineral;
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15. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan
karier serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh
pimpinan baik secara lisan maupun tertulis

KEPALA DINAS

BAGAN I1.1. STRUKTUR ORGANISAS] DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRAS) KABUPATEN SOPPENG

KELOMPOK JAFUNG

-
SEKRETARIAT
|
| 1

SUB BAGIAN
SUB BAGIAN LasUM DAN PERENCANAAN,
KEPEGAWAIAN PELAPORAN DAN

KEUANGAN

BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAN
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

—ee]

[~  SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

™  SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA

2.2,

SEKSI PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN JAMSOSTEK

Sumber Daya

]

BIDANG TRANSMIGRASI DAN ENERGI SUMBER DAYA
MINERAL

1

SEKSI PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN
PENGERAHAN

SEKS! PEMBINAAN KAWASAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

SEKS| ENERGI D/\N SU/MBER DAYA MINCRAL

Dalam melaksanakan tugas dan_fungsinya; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
didukung sumber daya manusia yaitu pegawai setanyak 15 orang, dengan
komposisi sebagaimana Tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan Jenis Kelamin

. Jenis Kelamin
No | Unit Kerja il L
Pegawai | Laki-laki | Perempuan
1 2 3 4 5
Dinas Tenaga Kerja dan ¢ 18 10 48 |
Transmigrasi , . il
JUMLAH i LR 10 LR

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan Pendidikan Formal

ool | Jumlah Pendidikan
NO|  UnitKea | pegawai [§2 [ ST D3 | SLTA [ SLTP
1 2 3 | 4]5]6] 7 | 8
1. | Dinas Tenaga Kerja 18 79 ik 1 1 -
dan Transmigrasi '
JUMLAH SR EE R

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
berdasarkan Pangkat/Golongan

. Pangkat / Golongan
No Unit Kerja m m TR
1 2 3 4 5 6
1. | Dinas Tenaga Kerja dan 5 12 100 ke
Transmigrasi
JUMLAH 5 12 1

Disamping dukungan sumber daya manusia sebagaimana digambarkan pada tabel
diatas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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juga memilii perlengkapan kerja dengan rincian sampai dengan 1 Januari 2016

sebagaimana Tabel berikut :

Rekapitulasi Kelengkapan Pegawai
1. Alat-Alat Angkutan

|N0 Cop . JENIS ~ JUMLAH :KETERANGAN‘
| X ‘ i
1' Station Wagon(Kuang Inova) N - 1 Unit Bak. |
2| Moor o 2Unit Baik; |

2. Alat Kantor dan Rumah Tangga

Lemari Arsnp2Pintu Kaca Ajf Et 2Buan
| | |+ 26uan
| 5 Biszh
| 1Buzh

_ BByah

o Kipas Angm
10 , ;Laptop
KN ;’PCUmt |
] PoUM(ompuerApias) I
13| Prner R
14 | 'Banner St‘\nd
15 Handy,Cam
16 Faximile

1 Bhah

4 Buah
1 Buah
1 Buah

NO ' NS ~ JUMLAH | KETERANGAN
T Mesm etk g ~TUN Baikn_ﬁ
2 Filing Kabinet (Besi) 4 - Baik!
3, KurSI Putar 9 Uni | alk

4| Mela%Bm "QBuap §

5, Meja Kerja /19 Bugh

6/  KusiKeja = 15 Buzh *

7 Lemat Kayu' 2Buah

8 ‘

g

CoBak
o Bak
- RusaK
sk
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2 - Handphone

27 ~ KirsiRapat |

28|  KusiTamy '

29| . KursiBesi-

" Terall Pengaman

31| = Portabel Generating Set
32| HandyTaky
3l| Kirsi Tunggu 3 Dudukan
Lo~

35 Kursi “l?_;"ip‘af‘

2| AC -

3| cev ;

24 Meja Kerja Pejabat Esalon Il .
25| KursiKerja Pejabat Esalon I

%| - Kl.jll‘si Kerja Pejabat Esalon il

1Unit

TUnit

1 Unit
1 Buah
2 Buah

 2Buzh
24Buah

1 Set

. 2Buah
{. 2Paket

1 Unit

3 Unit

| . 2Buan
1 Unit
3

0| Balk

' Balk ; .

Bk
CEak
 Baik. -

oBalkl

E Baik o
Balk

. Bak -

Balk

Kinerja Pelayanan

2.31. Kinerja Pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi
Kinerja pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi yang telak dilakukan 5 tahun terakhir, diuraikan berdasarkan
kelompok Urusan pelayanan, yaitu Pelayanan Urusan Tenaga Kerja dan

Pelayanan Urusan Transmigrasi.

 Bak:
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Kinerja Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan

Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan yang teleh dilakukan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai :

= Pelayanan Pelatihan Kerja

* Peningkatar: Partisipasi Angkatan Kerja

* Pelayanan Penempatan Kerja

* Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

» Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

= Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

Kinerja Pelayanan Urusan Transmigrasi
Pelayanan Urusan Transmigrasi yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai :
= Pencadangan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi
= Penempatan Transmigran
* Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
Kinerja Pelayanan Dukungan Penyelenggaran Administrasi terkait tupoksi.
Pelayanan dukungan kesekretariatan yang telah dilakukan Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi dalam 5 tahun terakhir, antara lain mengenai ;
* Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan kerja dan anggaran
Dinas;
= Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan drusan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
* Pengelolaan kepegawaian Dinas;
* Pengelolaan keuangan Dinas;
= Pengelolaan barang Dinas;
* Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
administrasi:
* Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan:
- = Publikasi kegiatan dan pengaturan acara dinas;
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uebusp Jexyis) Guek ueuekeppq elisury (eusBusw ueybuepag  Imleq
}'€'Z 19qe eped jeyip jedep isesBiwsuel) uep ef1ay ebeua| seulq ueuedejagd
eliaury  ueledeouad exew 'uexnye|p yes) BueA ueuehejad uelen ueyieseplog
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TABEL 2.3.2. EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA SPM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2011-2015

| T earua | TARGET | Reausasi | CAPAWA | CRBRERcls s v i
' NO | URUSAN/INDIKATOR KINERJA SPM KINERJA KINERJA PERMASALAHAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
| N | spM2015 | spmzo1s | KINERJ | PENCAPAIA
- . A (%) N KINERJA
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| 1 KETENAGAKERJAAN |
' A | Pelayanan Pelatihan Kerja % =50 60 120,00 | Tercapai Belum Berbasis Kompetensi Pembangunan BLK Daerah
B | Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja % 780 Orang 12,91 - Tidak Satuan Indikator Kinerja tidak Sama Optimalisasi Bursa Kerja On Line dan
_ Tercapai s Penyebaran Informasi Pasar Kerja
| C | Pelayanan Penyelesaian Perselicihan Hl % 100 100 100 | Tercapai o ‘!!“Exca:@im Pemahaman Pengusaha | Kemampuan Pegawai daiam Melakukan
. | dan Pekerja terhadap Norma dan Dialog dan Mediasi
Syarat Syarat Kerja e
Pelayanan Kepesertaan amsostek % 0,12 0,12 . Tercapai Kurangnya Pemahaman Pengusaha | Sosialisasi Kepada Pekerja dan

mengenai Jaminan Scsial

_ Pengusaha
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2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek
pendanaan pelayanan pada level program; selanjutnya, kinerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanannya melalui
pelaksanaan Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan
dalam Tabel 2.3.3.




N -h o =z
= . m e B - rm

8% 58 €8 25 2w c

B o3 §3 - BS| B% 2,
o LL. 7y by rg ‘g E‘ B /
o ) -

0 | 543586 | 216185 | 759771 |1.675.705 § 5
133,550 | 924.530 | 50.250 | 1.116.330 [1.890.884 | §
1.538.180(2.172.819| 536.705 | 4.242.704 |2.128.355 % g
304,606 [2.705.499| 561.530 | 3.5/1.635 [2.218.386 § g
| ‘. ‘ | g
467.244 [2.475.183) 635,574 | 3.278.001 2476368~ S | B
SRR Be: < | 7k b P W, & 5 TR & I N o)
457.599 (2439.457| 290061 | 2887.417 p3uT.9%2es| 3 | =

0 | 535,035 | 215760 | 750795 [1.629.757 § 7
132,808 | 914.956 | 57.795 | 1.105.649 [1.890.502)3| 22 g
1.240.502]2.133.989| 535,255 3.900.747 |2.086.949|2| & 25

N a %
- il - Bz
303.861 (2.678.002) 552530 | 3534393 2088015/ X 2
M .l E’
450.740 |2.112.256) 628.936 | 3199932 2135009 3 x
440.966 (2.108.776| 287.971 | 2.837.713 [2.837.713 § ]
000 | 9843 | 99,80 | 9882 | 97,26 2
99,51 | 9896 | 9922 | 099,04 | 100,46 2 g
80,50 | 9821 | 9973 | 9202 | 98,05 = §
¥ N
8
._ -
9976 | 9898 | 98,40 | 9895 | 9412 3 ﬁ
i -
98,18 | 9711 | 9896 | 9762 | 9810 S | &
- 3
A SR _.___.\_’ i $"
96,37 | 98,57 | 9928 | 9820 | 120,86 2 |
Q 1
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24.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
241 Tantangan
Bidang Ketenagakerjaan
Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2016 - 2021 ada
beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
bidang ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut ;

a.

Pelayanan Pelatihan Kerja bagi pencari kerja belum be.rdas?rkan kompetensi
sesuai permintaan pasar kerja sehingga dibutuhkan balai latihan kerja (BLK)
Tingkat partisipasi angkatan kerja mash rendah, sehingga perlu upaya sistematis
dalam rangka perluasan kesempatan kerja pada sektor informal

Kebutuhan lowongan kerja yang rendah belum mampu menyerap jumlah pencari
kerja yang terdaftar

Pembinaan hubungan industrial kepada perusahaan untuk menjamin hubungan
harmonis pekerja dan pengusaha serta upaya sistematis untuk penetapan Upah
minumun kabupaten | ,

Kebutuhan standarisasi kurikulum, sertifikasi terhadap lembaga pelathan kerja
swasta yang berbasis kompetensi

Kurangnya Aparat sipil Negara yang memiliki kompetensi, khususnya tenaga
fungsional pengantar kerja

Kebutuhan konsultansi dan pengukuran produktifitas terhadap perusahaan kecil
dan menengah |

Calon TKI yang diberangkatkan belum memenuhi kompetensi kerja minimal,
sehingga pemulangan TKI yang bermasalah masih sering terjadi

Belum akuratnya data ketenagakerjaan secara umum meliputi  data
pengangguran, data pencari kerja dan data perusahaan

Bidang Ketransmigrasian
Berdasarkan perkembangan yang terjadi, untuk Tahun 2016 - 2027 ada

beberapa tantangan yang akan dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada
bidang transmigrasi antara lain sebagai berikut ;

a.

Penca&angan tanah untuk lokasi pembangunan kawasan transmigrasi belum
sepenuhnya memenuhi kriteria dalam pengembangan masyarakat kawasan
transmigrasi

Perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi sepenuhnya tanggung jawab
pemerintah daerah |
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Penempatan warga transmigrasi di lokasi permukiman transmigrasi tidak sesuai
dengan potensi kawasan yang ada, sehingga Transmigran penduduk asal masin
ditemukan pulang ke daerah asal

Belum maksimalnya koordinasi dengan stakeholder yang ada, sehingga upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi belum nampak dirasakan
oleh transmigran

Bidang Ketenagakerjaan
Berdasarkan tantangan bidang ketenagakerjaan tersebut diatas, ada beberapa

peluang yang harus dimanfaatkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang

ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut ;

a

Penyusunan perencanaan teknis pembangunan balai latihan kerja sebagai tempat
pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga pencari kerja yang lulus adalah
tenaga kerja yang telah mengikuti uji kompetensi berstandar nasional sesuai
analisi kebutuhan pelatihan yang berorientasi pasar kerja. A
Melaksanakan kegiatan-kegiatan padat pekerja seperti padat karya infrastruktur -
dan padat karya produktif serta kegiaten pencipataan wirausaha baru pada sektor
informal yang dapat meningkatkan tingkat bartisipasi angkatan kerja
Melaksanakan pendampingan kewirausahaan dan konsultansi produktiftas kerja
pada usaha kecil dan menengah dengan cara membangun klinik wirausaha
sebagai pusat konsultansi ‘virausaha bagi penganggur dan pencari kerja
Menentukan angka kebutuhan hidup layak (KH!.) dalam rangka penyusunan Upah
Minimun Kabupaten sehingga tercipta harmonisasi hubungan pekerja dan
pengusaha .

Mendorong pelaksanaan sertifikasi lembaga pelatihan kerja swasta sehingga LPK
swasta dapat bersaing dah berkompetisi dalam penyediaan tenaga kerja
Pemberian Rekomendasi kerja bagi Calon TKI secara selektif sehingga Calon TKI
yang diberangkatkan meniliki kompetensi kerja yang memadai sesuai job order.
Menggerakkan upaya Job canvasing dalam rangka inisiasi pelaksanaan Job Fair
tingkat kabupaten

Bidang Ketransmigrasian

Berdasarkan perkembangan yang ferjadi, untuk Tahun 2016 - 2021 ada
beberapa peluang yang akan dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai
berikut ; '
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Melaksanakan Perencanaan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi secara konsisten,

Seleksi dan penempaian transmigran berdasarkan potensi kawasan dengan cara
memberikan penekanan dan perbaikan terhadap kriteria dalam perjanjian
kerjasama antar daerah

Memperkuat koorainasi lintas sektor dalam rangka pengembangan masyarakat
kawasan transmigrasi dengan cara mempercepat pemenuhan paket standar dan
non standar pembangunan kawasan permukiman transmigraéi, sehingga dapat
mewujudkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi sesuai yang ditargetkan.
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Pada Bab ini, akan dijelaskan isii-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Telaah dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan

sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Berdasarkan gambaran pefayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Bab
Il kajian terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Kajian terhadap Renstra
Kementerian/ Lembaga, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan
pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya. ldentifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa
kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut ;
Tabel. 3.1. ldentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Faktor yang Mempengaruhi P
; Cabafen 1 ‘ Aol Permasalahan
: Kgn disi Standar yang INTERNAL EKSTERNAL Pelayanan
Aspak Kajian i Digunakan (KEWENANGAN SKPD) (DILUAR SKPD
‘ " : KEWENANGAN SKPD)
1) (2) (3) {4) (5) (6)
-Cakupan pelayanan Ketenagakerjaan
Pelatihan Berbasis 0 jumiah tenaga kerja  [Ketersediaan  LembagaKebutuhan Tenaga kerja [Sistem
Kompetensi yang berserifikat Pelatihan Kerja yang memiliki Pelatihan Kerja
keahlian Kompetensi Daerah  yang
belum baku
Pembinaan 0 LPKS yang terdaftar [Standarisasi  Kurikulum,Perkembangan LPKS,  |Adanya
Lembaga Pelatihan Sertifikasi,  Evaluasi,darjuntuk melakukan perbedaan
Kerja Swasta " Pernilaian PelatihanPelatitian Kerja Standarisasi
Berbasis Kompetensi Pelatihan Kerja
| ; idi setiap LPK
Perizinan dan 0 LPKS yang terdaftar |Perizinan dan pendaftaranKesada-an LPKS untuk [Tidak ada
Pendaftaran ulang LPKS mendaftar dan Petugas
Lembaga Pelatihan Mengajukan Perizinan  pelaksana
kerja Khusus
Konsultansi dan 0 Jumlah analisisPembeiian Jasa konsultansiKurangnya Kepeduiiaah Tidak ada
Pengukuran Produktifitas dan Pengukuran Perusahaan tentang Pelugas
Produktifitas Perusahaan Produklifitas Perusahaan  [pentingnya Produktifitas [pelaksana
Perusah:.an Perusahaan

yang kompeten
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Se!empat (TPS)

Pelayanan . Antal .- 0 | 'Llumlah - PengakenPendafiaran - dan-Kurangnya Kesadaran .lnéentif
Kerja Lokal : - pang kftempaika enempatan AKL . |Pencaker ]
AKL . Fkurangnya Kesadaran !
f e 1" [Perusahaan melaporkan
v L o el i owongan e ;;_
Penerbitan . lzin 0 Wumlah LPTKS yang [Pemberian ljin LPTKS | - Kurangnya , Kapasﬂ Pé lugas -.'
LPTKS - terdaftar S ! lLembagaLPTKS Rangi;ap
Pengelolaan - Jumlah Pencaker |- Pendaftaran” berbasigPemahaman: Pencak Seran - dan
informasi.  Pasar - Jumiah Luwongan | online ~dan Perdsahaan téntangPrasarana
Kea =~ i B ; il | [BursaKerjaOnline belum i
Perllndungan TKI 41 ks Jumlahi TKI - Rekomendas: Penerbila esadaran  Calon TKIInsentnf
dan pembinaan Pra o _yang Passporl, _‘ untuk -berangkat secar Pelaksana
danPumaTKl | | = ::: d«berangkaikan - KITKI - “|Legal - 1
. q L ke Jumlah TKE - B P R
Penarbitan ‘ 0 '; Jumlah Tanaga Keja [Perpanjangan IMTA ‘Belum adanya Perda
Perpanjangan IMTA .‘Asmg yang memiliki S Perusghaanyang ~ ijmengenai
o IMTA i mempékerjaka’n TKA  IMTA .
Pencatatan 2PK Jumlah Pefusahaan Sosuahsasu. Bimtek dan  [Kurangnya I\esadaran Sarana,  tany
.|Perjanjian Kerja - lyang memiliki Pencatatan Penan]mn KerjaPengusaha dan Prasarana |
Per]anjien Ker]a o Lt Minimnya Pangetehuan [yang terbatas
: [Pekerja SRR
Penoatatan Serikat (3 SP/SB bumlah Perusahaan Soslalisasc. Blmtak . [Terbatasnya Sarana - dan
Pekerja / Serlkat . jyang membentuk Penyuluhan, Dxa!og. Monev Pengetanuan PengusahaPrasarana.
Buruh g SP/SB dan Pekerja tentang lyang lerba!as
[N s Jnontinanua SP/ISRA
Pendaftaran 8 Perjanjian g"._.JumIah Per]anpan - ‘|Kurangnya Kesadara Sarana gdan
Perjanjian ' | penyediaen jasa »Pen'gusaha Prasarana
Ponyediaan Jasa N peker;a yang : ; ang! lefbaias
Pekerja dany -| - didaftar L p?
Perjanjlan b Jumiah: par]anﬂan‘ ;
Pemborongan - -pemborongan Ny i
Pokerjaan . B ! yang dudaﬂar o i
Pénoegahan dan 0, Jumlah Kasus yang | i [Kurangnya Pemahaman
Penyslesgian o -fdhelesaukan melalui | dan Peny ssgian-; - :fenlang Pencegah'
Perselisihan - TPerjaniianBersama | PerselisiinHi, Mt{go}c enyeleisaian
Hubungan :, : K upan i Persglis!han
Indusrial, Mogok Perusah; 1 [Kerja dan
efja dan - Pemberdayaan Perusahaa
Penutupan - Lembaga i
Peruszhasn | - Keténag
Cakupan polayanan Ketransmlgraslan
Pénogdangan 0 [Rencana Kawasan - [Surat Dukungan
Tanah Untuk - [Transthigrasi (RKT)/ mbangan Masyarakat - *
Kawasan :[Rencana Perwijudan .:\Surat Rekomendasy
Transxmgrasl . -[Kawasan " [Bupati :
: , .iTransmxgras! (RPKT) oo (Surat Pencadangan :
3 . i Muherpyr
Penempatan - M8 KK lJum!ah KK yanngeleksa dan Penelapan [Dukungan teknis Dmas [Koordir
Transmigran’ - Idllempaikan Transmlgran o ktoral (Pendidikan, sif
Penduduk o

~ [Kesehatan, Pertanian, dly -~
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Psngembangan 1UFT  |Pendapatan per Pembinaan Sosial Ekonomi [Dukungan teknis Dinas - [Koordinasi -
Satuan kapita Transmigran = (Masyarakat Kawasan | isektoral (Pendidikan, . [Intensif
Permukiman . Transmigrasi: . [Kesehatan, Pertanian;dlly "=
Menjadi Siap Serah i - - B,

Mandiri)

3.2. Telaah Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dan RPJMD 2016-2021

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta mencermati
visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2016 - 2021, maka dengan
memperhatikan dengan sungguh sungguh:
Visi :

“Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”
Misi:
1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani
2. Mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi semua
warga
Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanar, publik
Menata Kepariwisataan dan sistem transpcrtasi yang lebih baik dan nyaman
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan bebas korupsi

Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan Murah

R o e o

Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisinasi pemuda dan
perempuan dalam pembangunan

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai Daerah yang nyaman dan terdepan dalam
Investasi

Maka Misi Bupati den Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi adalah :

Pernyataan Misi ke 7 (Untuk  Urusan  Ketenagakerjaan), ~ Mendorong
peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi
pemuda dan perempuan dalam pembangunan:
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yang ditempuh dengan cara Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga keria melalui
Pelayanan Pelatihan Kerja berbasis kompetensi dan Pembangunan Balai Latihan Keria
Daerah untuk memenuhi Kebutuhan Pasar Tenaga Kerja dan Calon TKI.

Berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng 2016 - 2021, maka
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mendukung pelaksanaan misi Ke 7 sebagai
bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaah misi Bupati dan
Wakil Bupati Soppeng terpilih.

Selanjutnya, dari misi yang telah dipilih tersebut, akan disajikan faktor-fakinr penghambat
dan pendorong pelayanan Dinas Tenaja Kerja dan Transmigrasi yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, sebagaimana
terlihat pada Lampiran faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kab. |
Soppeng pada Tabel 3.2, berikut.




TABEL 3.2. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD TERHADAP PENCAPAIAN VIS!, MIS| DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SOPPENG

| SALAHAN PELA FAKTOR
NO | MISIDAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH | PERMASALATAN PELAYANAN
| | PENGHAMBAT PENDORONG
1 2 3 | 4 5

1. | Misi7 Mendorong peningkatan kehidupan Belum adanya BLK + Koordinasi Belum Maksimal Tersedianya Lokasi
beragama serta partisipasi permuda dan i

perempuan agalam pembangunan
Tersedianya tenaga Instruktur

Program Fasilitasi pelatihan di BLK untux penuda :
Program Fasilitasi peningkatan keterampilan untuk Penyeciaan Tenaga Kerja Yang | Tidak adanya Balai Latihan Kerja Adanya peningkatan penyaluran
persiapan pengiriman TKI memiliki Kompetenst sesuai Pasar  * sebagai tembat pelatihan bagi Calon | Calon TKI setiap tahun

Kerja L TKI
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3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Visi dan Misi Kementerian Ketenagakerjaan RI berdasarkan Renstra Kementerian
Ketenagakerjaan 2014 -- 2019 adalah

Visi:
“NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN”
Misi:
1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
3. Percepatan Sertifikasi Profesi
4. Perluasan Kesempatan Kerja Formal
5. Penguatan Wirausaha Produktif
6.  Penciptaan Hubungan Industrial yang sehat dan Produkif
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
8.  Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran
9.  Pelayanan Ketenagakerjaan sederhana, Transparan dan Akuntabel

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Ketenagakerjaan yang terkait dengan

urusan Ketenagakerjaan adalah:

a.  Peningkatan Kompetensi dan Produkifitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga
kerja

b.  Peningkatan Kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan Tenaga Kerja
Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan

d.  Peningkatan perlindungan tenagakerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha
dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

e.  Memperkuat fungsi pendukung (manajemen dan pengawasan serta perencanaan dan
Pengembangan); )

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

.pendorong dari pelayanan peda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Ranstra Kementerian Dalam

Negeri adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.
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Ketenagakerjaan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Sasaran Jangka Sebagai Faktor
No | Menengah Renstra | Permasalahan Pelayanan ‘
SKPD Penghambat Pendorong
(1) (2) 3) (4) )|
1 Meningketnya Jumlah [Tidak adanya lembaga Belum tersedianya BLK  [Tingkal Angkatan Kerja,
TenagaKerjayang  yang berwenang daiam Kehaairan Lembaga
bersertifikat keahlian  jpemberian Sertifikat Relatihan Kerja Swasta
Keahlian
2 [Meningkatnya Sosialisas! Informasi Pasar [Pelayanan Informasi Tenaga Kerja tersedia,
Kesempatan Kerja  Kerja, Petugas Fungsional Pasar Kerja yang belum [Amanat Undang Undang No
Job Canvasing, pendidikan [memadai, lemahnya 13 Tahun 2003 tentang
dan Pelatihan tingkat keterampilan Ketenagakerjaan
‘ Pencaker dan belum
adanya BLK dan
Sertifikasi Keahlian
3 Meningkatnya Belum terbentuknya Kurangnya Pemahaman |Pembentukan dan
Perlindungan Lembaga Ketenagakerjzaan Unsur terkait mengenai  pemberdayaan Lembaga
Pengembangan LKS Tripartit, LKS Bipartit) Pentingnya Lembaga ketenagakerjaan
Lembaga " [Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan E; |
4 MenurunnyaAngka  [Permasalahan yang dapat Belum tersedia sarana  [Tempat khusus untuk
Sengketa Pengusaha- [memicu perselisihan antara [dan prasarana mediasi Pengusaha -
Pekerja Pertahun pengusaha dan pekerja  |penyelesaian perselisihan Pekerja
| belum teridentifikasi ' e U
5 Meningkatnya Masih hanyaknya Perusahaan belum Perlu kerjasama Intensif
perusahaan yang perusahaan yang belum memahami tentang syarat| .
emenuhi syarat syaratkerfa
yarat kerja e i

Telaah Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

RI.

-

Visi dan Misi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Rl adalah :

Visi:

“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah Daerah dan

Desa dalam Kerangka

Negara Kesatuan”
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Tabel. 3.3.2. Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Desa. PDT
dan Transmigrasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Sesaran Jangka _ . Sebagai Faktor
No |Menangah Renstra SKPD |Permasalahan Pelayanan _ ,
Penghambat ~ Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pencadangan Tanah UntukKebutuhan Tanah dan  [Kurangnya pemahaman ~[Kebijakan Pemerintah Pusat
Kawasan Pengembangan |Dukungan Masyarakat ~|[masyarakat tentang atas Pembangunan ?
Transmigrasi program transmigrasi  [Masyarakat melalui program

Transmigrasi

2 Meningkatnya Sarana dan [Menurunnya kualitas Dukungan enggaran yang [Perencanaan prioritas
Prasarana di kawasan  |sarana dan prasaranadi [terbatas Program dan kegiatan
Transmigrasi kawasan transmigrasi : -

3 | Kurangnya keahlian Semangat transmigran untuk
Pendapatan perkapita ' [Intensifikesi Usaha |keterampilan Transmigranberkembang -

Transmigrasn Ekonomi masyarakat
Transmicrasi

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelclaan Lingkungan
Hidup mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana, dan/atau program (Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU PPLH). Dengan perkataan lain,
hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan
dalam suatu wilayah. KLHS yang secara prinsip tersebut bersifat wajib, dalam rumusnya
kemudian dibatasi melalui konstruksi hanya terhadap:(a) Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota,
dan (b) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau risiko lingkungan hidup.

Setelah disahkannya Undang-Undang Momor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang telah mengatur hal yang paling mendasar
terkait KLHS. Untuk menjalankan ketentuan tentang KLHS yang dimuat dalam UU PPLH
sebagai arah/pedoman lebih ianjut pelaksanaan KLHS, maka Kementerian Lingkungan
Hidup juga menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum KLHS dan untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah, Ditien
Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (2008) menyusun Peta Jalan (Road
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Map) Penerapan KLHS Dalam Pembangunan Daerah, yang salah satunya mengisyaratkan

perlu adanya aturan mengenai tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Tujuan pelaksanaan KLHS calam penyusunan Renstra SKPD adalah :

a. Memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

dan terintegrasi dalam penyusunan Renstra

b. Meningkatkan kualitas Renstra sebagai upaya perlindungan -dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Program yang terkait dengan Telaahan RTRW dan KLHS dalam lingkup Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi selama periode 2016-2021 adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dimana direncanakan
Pembangunan Balai Latihan Kerja Daerah di Kelurahan lalabata Rilau Kecamatan
Lalabata Kabupaten Soppeng
‘Pembangunan tersebut diarahkan pada penciptaan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah
yang berwawawasan Lingkungan dan rumusan mitigasi lingkungan seperti Penyediaan
instalasi pengolahan sampan dan limbah.

2. Program Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi dimana
terdapat Permukiman Transmigrasi yang masuk Kawasan Hutan Lindung, dan
Identifikasi Perencanaaan Pencadangan Tanah untuk Lokasi pembangunan Kawasan
Transmigrasi sesuai RTRW Kabupaten Sopceng pada .ampiran 111.21 Perda Kabupaten
Soppeng Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Soppeng 2012-2032 yakni terletak di Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa
dan Kecamatan Marioriwawo

Dengan memperhatikan KLHS Kab. Soppeng ini diharapkan dapat meminimalisi dampak-

dampak negatif berupa kerusakan 'I'ingkungan dan ketimpangan sosial ekonomi yang dapat

ditimbulkan oleh implementasi program-program Renstra kedepannya. Dengan kata lain
diharapkan dengan adanya KLHS pada Renstra ini, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng dapat sejalan dengan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
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Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan pada

a.
b.
.
d.
e.

Gambaran pelayanan SKDP
Sasaran Jangka menengah pada Renstra Kementerian
Sasaran Jangka menengah pada Renstra SKPD
Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan
Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

TR : - IndikasiProgram | = Pengaruh: i
15 Rencana ] Struktur | Pemanfastan. | Rencana Sh'uktur iAraxham Lokasi
.No.. :Struktur Ruang | Ruang Saat - . Ruang pada Periode ; Ruang terhadap; Penggmb‘angan
EERN I , b ni I Perencanaan j :  Kebutuhan. Pelayana SKPD
| ik ; g Berkenaan | Pelayanan SKPD |. b
1 2 3 4 5
1 | Permukiman  :{a. Unit - Permukiman |a. Sertifikas!. B Pengukwan: a.
. o[- Transmigrasl .. .|  Transmigrasi . _Kepemllikan Lahan - Ulang  sesuai | -
oo Sering Kec. Doriri- | { RTRW o
{  Donri b. SertiﬁkaSt , ' Kabupaten RN A
: f[b. Unit . Permukiman Kepemn!ikan Lahan: p. Intensifikasi b. Lahan Produksii
. | Transmigrasi - - Lahan ~ Perkebunan ‘!
TellulimpoE:- “Kec. |c. Sertifikasi g
Marioriawa Kepemilikan Lehan |- . ° -+ e Lahan Produksi
¢. -Unit - Permukiman e b.Intensifikasi Lahan | - Perkeburan’
Transmigrasi Watu i
] Kee. Mariorivawo L ‘ , i
2 | Pembangunan. - | Lokasi Pembangunan Bangunan Gedung | Limbah dan | IPAL dan Amdal
| Balal  Latihén | BLK dl Kal'Lalabata | Balai Latlhan Kerja Dampak
Kerja Daerah RilauKec.Lalabata | L Lingkungan
1.5 - Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan demikian maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas isu-isu strategis yang akan
ditangani selama kurun wakitu pelaksanaan Rentras SKPD, dijelaskan sesuai cakupan
pelayanan sebagai berikut ; -

Isu Isu Strategis Bidang Pelayanan Ketenagakerjaan :
1. Kebutuhan Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi sebagai akibat persaingan
Ekonomi dan perdagangan Global maka penyediaan Tenaga Kerja Terampil dan
berdaya saing mutlak dipersiapkan dengan Pembangunan BLK Daerah.

2. Pembinaan intensif terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Swasta melalui pemberian

kemudahan perizinan dan pendaftaran LPKS

3. Kebutuhan Konsultansi Perusahaan Kecil dalam rangka peningkatan Produktifitas

Kerja
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Pelayanan Penempatan Kerja melalui Layanan Antar Kerja Lokal (AKL) melalui
peningkatan Kualitas pengelolaan Informasi Pasar Kerja Daerah dan inisiasi
terselenggaranya Job Fair tingkat Kabupaten

Perlindungan TKI di Luar Negeri melalui asistensi dan upaya peningkatan Kompetensi
Kerja sebelum Pemberangkatan

Mengawal terciptanya penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui Layanan penerbitan
Perpanjangan IMTA (ljin Menggunakan Tenaga Keria Asing).

Sosialisasi Intensif dan Bimbingan Teknis Penyusunan can pengiesahan Peraturan
perusahaan dan PKB

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
Penutupan Perusahaan

Isu Isu Strategis Bidang Pelayanan Ketransmigrasian :

1,

Pencadangan tanah untuk Pembangunan Permukiman Transmigrasi baru melalui
penyusunan Rencana Teknis Perwuudan Kawasan Transmigrasi harus
memperhitungkan Daya dukung Lingkungan melalui Kajian Lingkungan Hidup strategis
dalam memanfaatkan lahan kritis yang ada.

Penataan Persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi melalui Penempatan
Transmigran Penduduk Setempat (TPS) yang memiliki kapasitas SDM yang cukup.
Pengembangan Satuan Permukiman yang Mandiri melalui penyediaan Sarana
prasarana sosial ekonomi di Kawasan Transmigrasi sehingga pendapatan
Transmigran dapat meningkat dan hidup layak.
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BABV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana dikemukakan pada Bab terdahulu, maka

ditetapkan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari 9 (sembilan)

Program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari 4

(empat) Kegiatan :

a.

Penyusunan Dawa Base Tenaga Kerja Daerah

b. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK/LLK)
G Pengadaan Peralatan pelatihan Kerja
d. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
2; Program Peningkatan Kesempatan Kerja, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan :
a. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja
b. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja
Gi Penyelenggaraan Padat Karya Infrastruktur
d. Penyelenggaraan Padat Karya Produktif
e. Pemberdayaan Teraga Kerja Mandiri
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerijaan, terqiri dari
4 (empat) Kegiatan :
a. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
b. Fasilitasi penyelesaian~prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan
. Sosialisasi Berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
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Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari 2
(dua) Kegiatan :
a.  Perencanaan kawasan transmigrasi
b.  Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di
kawasan transmigrasi
Program Pelayanan Perkantoran, terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemelharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

a

b

¢.  Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

d. . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

e.  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

g.  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan
lainnya

h.  Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 8 (delapan)

Kegiatan : ‘

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Beral Halaman, Taman, Pagar, Tempat Parkir

Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan :

a.  Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

T @ =~ o a o o

b.  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
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TABEL 5.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI TAHUN 2016 - 2021
: , Indikator  Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
. INDIKATO Program v_ﬁwu . . e
“ N egiatan 9gng
m i Target | P | T R Yaget | P |7 Rp Rp W fmab
W (Output Mot g | T by | T e | TR iy (Ri) 5
t
! 4 5 [] 7 8 10 11 13 14 15 16 17 19 20 23 24 25
Meningkatk | Tigkat. . |- Beningkatnya | (o). Jumiah | 02 .| Program Jumizh__ &% | - F T % i N Bidan - ,
dtzs | Partis * Jumiah Lulisan Peningkatan | Tenaga 618523 © | 1ees0 | .- | 30491 3083.18 2363 | % 8
-| dandaya. - | Angkatan” . - | TenagaKerja. | BLK yang Kualitasdan | Kerjayang B I e IS Al SRS 2 662 - Powb m
| saing’. {'Kefa | yahgmemilin |- Lulus U Produktivias | bersertifika : R o : R R Cerddy | &
- : Kompetensi Kompetens Tenaga Kerja | tkeahlian aan |- &
| ke | -melabd i , L Cukup , & Tenag I" 5
. Pelatihan v . a2
Kerfa-- B . - Kerja
(tA272SS5) 5 : dan Hl
" (6). Jumiah Penyusunan tersusunny 5 7 I 5 5 5
' CalonTKI Data Base aData Doku ! 202.162 70.010 _ Doku 95.662 Doku 90.662 95.66 Do Doku el
! yang Tenaga Kerja | Base men - " men men 2 ku o 2
. mendapatk Daerah Tenaga i : me 5 g
! an Kerja t n m m
{ Rekomend Daerzh ! ]
| asiKerja =
!
i Pembanguna | Terbangun 1P 1 1 2
n Bakal nya BLK Gedu | 272000 | Gedu | 1.740.00 568.0 m_ -
Latthan Kerja . ng 0 ng 0 00 ol g
(BLK) m 2 3
i : =
Pengadaan Tersediany [ 2 Kej 2Kej i
Peralatan aPeralatan i 547.000 870.000 7500 “ m
pelatihan pelatian ! : 00 g &
Kerja ketja yang i S H
memadal o 2
“ w
Pendidikan terlaksana 6% . 67% 2% T
dan Pelatihan | nya C127.774 108.920 225,258 1.252.50 950.0 -
Keterampilan | pelatihan : [ 00 M i m
Bagi Pencarl | keterampil | 8 2
Kerfa an bagi pei 8
pencar S
herja
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Ketiga Indikator Kinerja yang direncanakan sebagaimana tercantum pada tabel 6.1.,
tabel 6.2. dan tabel 6.3. secara simultan harus dapat tercapai secara bersamaan dan saling
terkait satu sama lain. Pengukuran capaian kinerja setiap akhir periode akan dilakukan sebagai
konsekuensi dari kontrak kinerja SKPD dan menjadi ukuran berhasil tidaknya setiap program
kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi Dinas| Tenaga Kerja dan
Transmigrasi merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan

Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten
Soppeng. ’
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